
 
 
 
 
 
 

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 
NOMOR  14   TAHUN  2010 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  

NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IJIN PENEBANGAN DAN ATAU 
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT/ MILIK, DAN KAYU BONGKARAN BANGUNAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SEMARANG, 

 
 
Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

188.34/2112/SJ tanggal 1 Juni 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan 
Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin 
Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan 
Kayu Bongkaran Bangunan sudah tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan 
Hutan, karena pemanfaatan hutan rakyat tidak memerlukan izin 
sehingga tidak dapat dikenakan pungutan; 

 
  b. bahwa retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu 

Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau 
Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran 
Bangunan; 

 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah  Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005              
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007           
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008           
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4814); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);  

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 
BUPATI SEMARANG 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2003 
TENTANG RETRIBUSI IJIN PENEBANGAN DAN ATAU 
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT/ MILIK, DAN KAYU BONGKARAN 
BANGUNAN. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin 
Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 16 Seri C 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. 
 
 
 Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal 30 – 12 – 2010  
 

 
 
Diundangkan di Ungaran 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

Kepala Dinas Pendapatan dan 

 

ANWAR HUDAYA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 14 
 

TTD

Pengelolaan Keuangan Daerah 

TTD

BUPATI SEMARANG, 

pada tanggal 31 – 12 – 2010                                    MUNDJIRIN 


